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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan diatas, penulis 

menarik kesimpulan bahwa upaya Badan Narkotika Nasional dalam 

mengurangi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jalur 

transportasi udara di Kabupaten Mimika Provinsi Papua sesuai Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dengan 

mengadakan kerja sama lintas sektoral antara BNNK Mimika dengan 

beberapa instansi seperti Bea Cukai Bandara Mozes Kilangin Mimika, 

Polres Mimika atau dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba dan Badan 

Narkotika Nasional Provinsi (BBNP) dan Badan Narkotika Kabupaten 

(BNNK) yang berada di wilayah lain. Meskipun upaya BNNK Mimika 

dalam mengurangi peredaran gelap narkotika melalui jalur transpotasi udara 

sudah optimal, namun masih ada hal-hal yang membuat BNNK Mimika 

kesulitan dalam mengurangi peredaran narkotika di Mimika seperti melalui 

jasa pengiriman barang antar wilayah dan melalui media sosial dikarenakan 

modus peredarannya yang semakin canggih. 

B. Saran 

 

Mengacu pada kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran 

kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika Provinsi Papua 
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bahwa perlunya partisipasi dari masyarakat untuk bekerja sama 

dengan BNNK Mimika dalam mengurangi peredaran gelap narkotika di 

wilayah Mimika dan perlunya kerja sama dan koordinasi dengan jasa 

pengiriman barang yang ada di Kabupaten Mimika serta dapat mengontrol 

dan melacak media sosial yang digunakan untuk menjual dan mengedarkan 

barang terlarang ini sehingga dapat mencegah masuk dan beredaranya 

narkotika di Kabupaten Mimika. 
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